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membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang
Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur dan
Kewilayahan;

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan
fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan
pengembangan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan
prasarana, meliputi aspek-aspek pekerjaan umum,
perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman,
penataan ruang, dan pertanahan, serta komunikasi dan
informatika;

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan
fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan
pengembangan di bidang sumber daya alam dan
lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek energi dan sumber
daya mineral, lingkungan hidup dan kehutanan;
memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga
negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh
instansi yang berwenang pada Subbidang Penelitian dan
Pengembangan Infrastruktur dan Kewilayahan;

memfasilitasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan
rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang
difusi inovasi dan penerapan teknologi;

memfasilitasi hak kekayaan intelektual pada Subbidang
Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur dan
Kewilayahan;

melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
kelitbangan di pemerintah Provinsi dan pemerintah
KabupatenlKota dalam hal Infrastruktur dan Kewilayahan;

melakukan pembinaan kepada perangkat daerah pelaksana
kelitbangan Kabupaten/Kota dalam hal Infrastruktur dan
Kewilayahan;

melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan
pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Penelitian
dan Pengembangan Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan
sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 31

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan dalam melaksanakan urusan yang menjadi
kewenangannya berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi
berkoordinasi sesuai dengan kedekatan fungsi koordinasi
kepada sekretariat Daerah melalui Asisten dan Biro terkait.
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(3) Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan
fungsi, dalam pengusulan program dan kegiatan, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan wajib memperhatikan fungsi-fungsi pada

masing-masing Perangkat Daerah yang mempunyai
kesamaan nomenklatur dan fungsinya.

(4) Tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a), Pejabat
Administrator (eselon III.a), Pejabat Pengawas (eselon IV.a),
Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

(5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan
pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai
dengan tugas dan fungsinYa.

(6) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan wajib menerapkan prinsip-prinsip tata
kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 32

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dapat
mengangkat kelompok jabatan fungsional sesuai dengan
keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang
dibutuhkan.

Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan
Gubernur.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior
yang ditunjuk.

Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
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BAB VI
PENGANGI(ATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 33

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan diangkat dan diberhentikan
oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah
memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis,
Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kelompok
Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh
Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi
syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 34

Pembiayaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau dan sumber lain
yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-
undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

a. Peraturan Gubernur Riau Nomor 91 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016
Nomor 91);

b. Peraturan Gubernur Riau Nomor 96 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, T[gas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau
(Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 96); dan

c. Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2OI9 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 91 Tahun
2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun
2OI9 Nomor 10),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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